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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt yang
telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga telah

tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019

Pengadilan Negeri Sawahlunto. Reviu Rencana strategis
(Renstra) Pengadilan Negeri Sawahlunto Tahun 2015-2019
merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Sawahlunto yang
memuat visi, misi, fujuan sasaran, strategis, kebijakan, program, kegiatan,
kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Pengadilan  Negri
Sawahlunto, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pengadilan Negeri sawahlunto pada tahun 2015-2019.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah
proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sawahlunto agar
terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam
perumusan Renstra, tidak fertutup kemungkinan adanya perubahan atau
perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan
perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra
Pengadilan Negeri Sawahlunto Tahun 2015-2019 perlu direviu untk

menyesuaikan dengan adanya perubahan Regulasi Mahkamah Agung.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri
Sawahlunto ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun
kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup

kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan dimasa mendatang.

Akhir kata kami mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dan kerjasama dalam menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun

2015-2019 ini semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan Pengadilan yang



sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan diwilayah hukum

Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Sawahlunto, 6 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI
SAWAHLUNTO

DEDE HALIM, S.H..M.H
NIP. 19751211 200112 1001
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Sawahlunto telah berhasil
melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran  yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri
Sawahlunto ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan
indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 Pengadilan Negri
Sawahlunto menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut
diukur mengunakan taret kinerja dengan 18 (Delapan belas) indikator

kinerja.

RANGKUMAN CAPAIAN PADA TAHUN 2019 YANG MENJADI TOLAK UKUR
UNTUK TAHUN 2020

Secara umum dapat disimpulkan baohwa dari 4 (empat) sasaran
strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019, semua
sasaran strategis tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik (capaian

100% atau mendekati) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan
Akuntabel dengan capaian sebesar 83,56%

2. Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
dengan capaian sebesar 60 %

3. Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan dengan capaian sebesar 100%

4. Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

dengan capaian sebesar 0%

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja pengadilan Negeri
Sawahlunto adalah sebesar 81,18%, adapun rincian pencapaian kinerja
masing-masing indikaor tiap-tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat

pada tabel berikut

——
| —



No Sasaran Indikator Kinerja Targ Readlisa Capai

Strategis et si an

1.  Terwujudnya Persentase Sisa Perkara 100 100 100
Proses Perdata yang Diselesaikan
Peradilan
yang Pasti,
Transparan,
dan
Akuntabel

2. Persentase Sisa Perkara 100 100 100

Pidana yang Diselesaikan

3. Persentase Perkara Perdata 100 92 92
yang Diselesaikan Tepat
Waktu

4, Persentase perkara pidana 100 80.65 80.65
yang diselesaikan tepat

waktu

S. Persentase Perkara yang 95 95.7 100
Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding

6. Persentase Perkara Yang 95 89,94 94.67
Tidok Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

7. Persentase perkara yang 95 100 105
Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Peninjauan Kembali

8. Persentase Perkara Pidana 75 0 0

Anak yang Diselesaikan

——
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Peningkatan
Efekfivitas

Pengelolaan
Penyelesaian

Perkara

Meningkatnya
Akses
Peradilan bagi

Masyarakat

dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari 100
Keadilan
Persentase Salinan Putusan 100

Perkara Perdata yang dikirim
kepada Para Pihak tepat

waktu

Persentase Salinan Putusan 100
Perkara Pidana yang dikirim

kepada Para Pihak Tepat

Waktu

Persentase Perkara yang 25

Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase Berkas Perkara 100
yang Dimohonkan Banding,

Kasasi, dan PK yang Diajukan
Secara Lengkap dan Tepat

Waktu

Persentase Putusan Perkara 100
yang Menarik Perhatian

Masyarakat yang Dapat

Diakses Secara Online dalam

Waktu 1 Hari Setelah Putus

Persentase Perkara Prodeo 0

yang Diselesaikan

80,44

100

100

100

80,44

100

100

100

'
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Miskin dan
Terpinggirkan

16.

17.

18. Meningkatnya
Kepatuhan
terhadap
Putusan

Pengadilan

Persentase Perkara yang 0 0
Diselesaikan di Luar Gedung

Pengadilan

Persentase Pencari Keadilan 100 100
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara 100 0
Perdata yang Ditindak lanjuti
(Dieksekusi)

100

——
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LAPORAN REVIU RENSTRA 2015-2019 PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Intensitas tantangan dunia peradilan kedepan cenderung semakin
meningkat dan komplek. Dampak dari perkembangan Teknologi Informasi
dan tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan
merupakan tantangan tersendriri bagi Lembaga Peradian dalam
merumuskan kebijakan umum Peradilan. Ditengah berbagai tantangan itu,
Pengadilan Negeri Sawahlunto sangat menyadari bahwa perubahan,
penyesuaian dan pembaruan untuk mendapatkan pelayanan hukum
yang prima dan berkeadilan serta dapat dijaongkau oleh segala lapisan

masyarakat pencari keadilan.

Untuk tercapainya pelayanan hukum vyang berkeadilan iftu
dibutuhkan kemandiriaon Lembaga Peradilan, baik secara struktur
kelembagaan maupun proses peradilan, didukung oleh Sumber Daya
Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan hukum yang representatif serta
peningkatan kapasitas penatakelolaan peradilan sesuai dengan funtutan
manajemen modern dalam horizon keterbukaan informasi, Akuntabilitas

dan pencitraan publik.

Salah satu bentuk pembenahan dan wujud respon Pengadilan
Negeri Sawahlunto dalam menjawab tantangan perubahan kearah yang
lebih baik adalah menciptakan kinerja yang akuntabel, sesuai dengan
TAP-MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan Bebas KKN dan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah (SAKIP).

Untuk itu Pengadilan Negeri Sawahlunto sebagai salah satu
pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum dibawah

Mahkamah Agung RI telah menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
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Instansi Pemerintah Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran Tahun 2019 dalam

rangka pencapaian fujuan dan Visi Pengadilan Negeri Sawahlunto pada

khususnya dan Visi Mahkamah Agung pada umumnya.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sawahlunto mencakup hal-hal

yang memang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

sampai dengan hal-hal yang di kembangkan:

1.

Merupakan ujung tombak penegakan hukum didaerah Kota

Sawahlunto dan sebagian daerah Kabupaten Sijunjung;

Adanya Undang-undang yang mengatur bahwa pengadilan

bersifat Independen, lepas dari pengaruh lembaga lain;

Pengadilan Negeri Sawahlunto memiliki hubungan baik
dengan instansi Vertikal maupun Instansi Pemerintah Daerah di

kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung;

Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karier
(promosi dan mutasi) pegawai dalam lingkungan Pengadilan

Negeri Sawahlunto.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri

Sawahlunto dirinci dalam beberapa aspek:
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1. Aspek Proses Peradilan

o Belum maksimalnya koordinasi antar instansi penegakkan
hukum (Kepolisian dan Kejaksaan Negeri) dalam rangka
mendukung pelaksanaan proses peradilan Pidana yang cepat,
sederhana dan biaya murah.

o Belum maksimalnya mediasi sebagai salah satu alternatif
penyelesaian sengketa perkara perdata.

o Belum adanya mekanisme antriaon sidang yang dapat
memastikan  jadwal persidangan  dilaksanakan  dengan

sebagaimana mestinya.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

o Kurangnya tenaga Kepaniteraan dan Kesekretariatan selaku
supporting unit pada Pengadilan Negeri Sawahlunto baik dari
segi kuantitas maupun kualitas sesuai dengan kompetensi yang
dibutuhkan.

o Kurangnya SDM hakim yang bersetifikat mediator yang
diharapkan dapat mendukung penyelesaian perkara perdata
gugatan melalui mediasi agar mempercepat  proses
penyelesaian perkara perdata gugatan

o Rekrutmen hakim komposisinya belum sesuai dengan komposisi
jenis perkara

o Fasilitas peradilan kurang memadai

o Penyebaran hakim-hakim yang mampu memeriksa perkara-
perkara khusus belum merata

o Pola mutasi promosi menyulitkan pelaksanaan pengawasan

o Sistem penilaian kinerja belum berbasis sistem merit

o Sistem karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada asas-

asas system modern
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3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

o Fungsi pengawasan dan pembinaan masih sangat lemah di

Pengadilan Negeri Sawahlunto.

4. Aspek Tertib Admnistrasi dan Manajemen Peradilan

o Masih belum adanya keseragaman pembuatan  Surat
Keputusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri

Sawahlunto.

o Masih  belum maksimalnya sistem  manajemen perkara

persuratan berbasis Teknologi Informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

o Pagu yang diterima Pengadilan Negeri Sawahlunto masih
belum sesuai dengan kebutuhan terutama untuk mata
anggaran  (01) Program  Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung.

o Belum dilaksanakannya pengajuan penghapusan aset Barang
Milik Negara (BMN) yang sudah rusak berat atau tidak dapat
dipakai lagi.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah Peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri

Sawahlunto untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

o Adanya Website Pengadilan Negeri Sawahlunto  yang
memberikan Informasi kepada Masyarakat tentang Alur Proses

Berperkara.

o Adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada

Website Pengadilan Negeri Sawahlunto.
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o Adanya Regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai panduan/acuan dalam bekerja.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

o Adanya Tunjangan Kinerja/Remunerasi sebagai motivasi dalam

peningkatan kinerja.

o Adanya Sosialisasi, Bimbingan teknis, Pelatihan yang dilaksanakan
Pengadilan Tinggi Padang maupun Mahkamah Agung untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

o Adanya pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh
Haokim Pengawas Bidang dan Pimpinan Pengadilan Negeri
Sawahlunto, serta pengawasan dari Pengadilan Tinggi Padang
yang dilaksanakn oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk

Pengadilan Negeri Sawahlunto.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

o Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan
Negeri diwilayah dalam lingkup Wilayah Kerja Pengadilan Tinggi
Padang.

o Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian

didalam lingkup satuan kerja Pengadilan Negeri Sawahlunto.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

o Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi berupa Internet

dan website di Pengadilan Negeri Sawahlunto.
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D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah Tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri
Sawahlunto yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk

tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan:
1. Aspek Proses Peradilan

o Belum adanya sistem peradian yang dapat mempercepat

suatu proses berperkara.

Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efekfifitas pengadilan agar dapat

melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efesien

o Masih adanya hukum-hukum yang fidak sesuai dengan

keadaan di Indonesia

Hukum-hukum yang ada di Indonesia pada saat ini
merupakan hukum yang diadaptasi dari hukum negata
Belanda, padahal banyak dari hukum-hukum tersebut yang
sudah fidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman atau
tidak tepat bila dimplementasikan di Negara ini. Diharapkan
Pengadilan Negeri Sawahlunto mampu merevisi hukum-hukum
yang ada agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman
dan kebutuhan yang ada di Indonesia.

o Kurangnya koordinasi dengan para pihak

o Penfingnya peningkatan koordinasi dengan para pihak
bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi

suatu proses dan putusan persidangan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
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+ Kurangnya sarana untuk meningkatkan

kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam
menghadapi perubahan.
Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh
aparat pengadilan dalom mengahadapi keadaan yang ada
dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan
zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan
memiliki sumber daya yang mampu beradaptasi dengan
perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-
tantangan yang dihadapi.

+ Sistem rekrutmen yang kurang efektif
Sistem rekrutmen yang dimaksud adalah suatu sistem yang
mampu menyaring untuk mendapatkan calon-calon hakim
dan staf pengadilan yang berkualitas. Hal ini dibutuhkan agar
lembaga peradilan memiliki sumber daya manusia yang
kompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

+ Kurangnya remunerasi bagi aparat pengadilan.

Peningkatan remunerasi dibutuhkan untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan. Dengan
meningkatnya remunerasi ini diharapkan dapat meminimalisir
terjadinya pungli-pungli yang terjadi di lembaga peradilan
dan diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan
menjadi lebih meningkat.

+ Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar
aparat peradilan
Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan
untuk menghindari terjadinya tumpang findinh pekerjoan dan
juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-
tiap aparat peradilan.

+ Sistem pembinaan karir yang kurang objektif
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Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari
tanggung jawab lembaga peradilan dalom mengelola
sumber daya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan
kejelasan mengenai jenjang karir, serta  memberikan
kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam
meningkatkan karirnya.

+ Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan
kemampuan dan kapabilitasnya
Penempatan sumber daya manusia sesuai  dengan
kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat
mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri.
Dengan dapat menempatkan sumberdaya yang sesuai
dengan kemampuannya diharapkan tiap-fiap  bidang
pekerjaan didalam lembaga peradilan dapat tertangani
dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari
lembaga peradilan.

+ Kurangnya jumlah hakim
Pada saat ini jumlah hakim yang ada didalam lembaga
peradilan tidak sesuai dengan jumlah perkara yang perlu
ditangani. Dengan adanya peningkatan jumlah hakim
diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pengadilan dan
meminimalisir terjadinya tumpukan perkara.

+ Belum adanya badan pengawas yang dapat mengawasi
kinerja setiap aparat peradilan
Badan Pengawas ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan
kinerja dari para aparat peradilan. Selain itu, dengan adanya
badan pengawas diharapkan penerapan remunerasi, reward
dan punishment, pembinaan karir dapat dilaksanakan
dengan lebih efektif dan efisien

+ Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan
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Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri
Sawahlunto tidak dapat mendukung setiap kegiatan, saranag,
dan prasarana dari lembaga peradilan. Hal ini terjadi
dikarenakan  kurang matangnya Pengadilan  Negeri
Sawahlunto dalam melakukan penyusunan rancangan
anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Pengadilan Negeri
Sawahlunto dapat membuat suatu rancangan anggaran
yang mampu memenuhi kebutuhan dari Pengadilan Negeri
Sawahlunto.  Dengan  terpenuhinya  kebutuhan  dari
Pengadilan Negeri Sawahlunto melalui anggaran juga
diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang
ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau
meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa

pengadilan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
o Adanya keinginan yang kuat dari  pimpinan  untuk
mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin kerja
Hakim dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pengadilan

Negeri Sawahlunto.

o Belum adanya sistem Reward dan Punishment yang bertujuan
untuk dapat mengontrol kineja dari para aparat peradilan
sehingga mereka dapat lebih bertanggung jowab dan
termotivasi dalam melakukan fungi dan tugas sehari-hari serta

meningkatkan kinerjanya.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

o Peralihan Sistem Administrasi perkara yang dilakukan secara

manual menjadi administrasi yang berbasis Teknologi Informasi.
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o Sinkronisasi data perkara dalam laporan bulonan dengan
data perkara dalam Sistim Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP).

o Peralihan pelaporan administrasi bidang kesekretariatan yang

dilakukan secara manual menjadi berbasis aplikasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

o Anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk
pengadaan sarana dan prasarana masih belum sesuai
dengan kebutuhan sehingga dalam pemenuhan sarana dan

prasarana dituntut untuk melakukan optimalisasi.

10
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BAB Il

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Pengadilan
Negeri Sawahlunto merupakan komitmen bersama dalam menetapkan
Kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara
sistematis  melalui  Penataan, Penertiban, Perbaikan Pengkaijian,
Pengelolaan terhadap sistem kebijokan dan Peraturan Perundang-

undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta
sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Sawahlunto
diselaraskan dengan arah Kebijakan dan Program Mahkamah Agung
yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Tahun 2015-2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai

Visi dan Misi serta Tujuan Organisasi pada Tahun 2015-2019.

2.1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan
masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok

dan fungs pengadilan.
Visi Pengadilan Negeri Sawahlunto mengacu pada Visi Mahkamah

Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO YANG AGUNG”
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Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai
Visi yang ditetapkan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah Sebagai Berikut:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sawahlunto.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri

Sawahlunto.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri

Sawahlunfto.

Pemahaman terhadap keempat Misi Pengadilan Negeri Sawahlunto

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Syarat utama bagi terselenggaranya proses peradilan yang objektif
adalah adanya kemandirion Lembaga yang menyelenggarakan

peradilan.

Dalam hal ini kemandirian Pengadilan Negeri Sawahlunto sebagai
suatu lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim
yang bertugas di Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam menjalankan

fungsinya (kemandirian individual/fungsional).

Kemandirian sebuah Lembaga tersebut berkaitan dengan adanya
kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial yang
saat ini sudah berada pada satu atap di Mahkamah Agung RI, oleh
karena itu fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan

organisasi, administrasi dan financial seluruh badan peradilan di

12
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Indonesia termasuk di Pengadilan Negeri Sawahlunto harus dijalankan

dengan baik.

Sedangkan kemandirian individual mengandung aspek kemandirian
hakim unfuk memutus perkara yang terkait erat dengan tujuan
penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan
yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan,
pelindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Oleh
karenanya perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara
diantara para hakim, khususnya mengenai masalah-masalah hukum

yang berkembang.

. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari

Keadilan.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Adalah suatu keharusan bagi Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk
meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses
peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada
dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut

satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami
sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam
rangka mengahsilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan
kedua belah pihak. Oleh karena itu suatu putusan hakim selain
menyentuh aspek yudisial, substansi putusan pun harus dapat

dipertanggungjawabkan yang dihasilkan dalam suatu proses yang adil.

. Meningkatkan Kudlitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri

Sawahlunto.
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Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas
dan kecepatan gerak perubahan badan peradian. Pada saat ini
pimpinan peradilan dituntut fidak hanya menguasai aspek Teknis
Yudisial, namun diharuskan juga untuk mampu merumuskan kebijakan-

kebijakan dalam bidang non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek vyudisial, seseorang pimpinan pengadilan juga
bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di

Pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional pimpinan badan peradilan
dibantu oleh pelaksana urusan adminstrasi. Dengan kata lain, pimpinan

badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-teknis.

. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri

Sawahlunto

Kredibilitas dan Transparansi merupakan faktor penting unfuk
meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan

Negeri Sawahlunto.

Dalam rangka menjaga kredibilitas perlu adanya upaya untuk
mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi

putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping itu, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan
membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan
peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan
internal, aparatur peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai
jenjang karir, kesempatan pengembangan diri degan pendidikan dan
pelatihan, serta pengahargaan ataupun hukuman yang mungkin

mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip tfransparansi, pemberian perlakuan yang setara,

serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan
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usaha dari para aparatur peradilan untuk bekerja secara profesional

dan menjaga integritasnya.

2.2. TUJIUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalom rangka mencapai Visi dan  Misi Pengadilan Negeri
Sawahlunto seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka Visi dan Misi
tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan

operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalom jangka waktu 1
(satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Sawahlunto berusaha
mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam
memenuhi Visi dan Misinya dalam memformulasikan fujuan strategis ini

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan
memungkinkan Pengadilan Negeri Sawahlunto untuk mengukur sejauh
mana Visi dan Misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan

berdasarkan Visi dan Misi organisasi.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efekfifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkathya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
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INDIKATOR TUJUAN

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Perdata 100
Peradilan yang Pasti, yang Diselesaikan
Transparan, dan
Akuntabel
Persentase Sisa Perkara Pidana 100
yang Diselesaikan
Persentase Perkara Perdata yang 100
Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase perkara pidana yang 100
diselesaikan tepat waktu
Persentase Perkara yang Tidak 95
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
Persentase Perkara Yang Tidak 95
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
Persentase perkara yang Tidak 95
Mengajukan Upaya Hukum
Peninjauan Kembali
Persentase Perkara Pidana Anak 75

yang Diselesaikan dengan Diversi

Index Kepuasan Pencari 100
Keadilan
Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan 100
Pengelolaan Perkara Perdata yang dikirim
Penyelesaian Perkara kepada Para Pihak tepat waktu
Persentase Salinan Putusan 100
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Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat Waktu
Persentase Perkara yang 25
Diselesaikan Melalui Mediasi
Persentase Berkas Perkara yang 100
Dimohonkan Banding, Kasasi,
dan PK yang Digjukan Secara
Lengkap dan Tepat Waktu
Persentase Putusan Perkara yang 100
Menarik Perhation Masyarakat
yang Dapat Diakses Secara
Online dalam Waktu 1 Hari
Setelah Putus
Meningkatnya Akses Persentase Perkara Prodeo yang 0
Peradilan bagi Diselesaikan
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
Persentase Perkara yang 0
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan 100
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Persentase Putusan Perkara 100
Kepatuhan terhadap Perdata yang Ditindak lanjuti

Putusan Pengadilan (Dieksekusi)

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sawahlunto di Sinkronisasikan

dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sawahlunto :
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1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin  dan
Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Sawahlunto mempunyai 4 tujuan dan 4 sasaran
strategis yang menjadi prioritas Renstra 2015-2019, adapun kaitan antara
tujuan dan sasaran strategis dan indikator kinerja utama serta target yang

hendak di capai dapat dilihat dari tabel yang ada dibawah:
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2015 2016 2017 2018 2019
100% 100% 100% 100% 100%

meningkatkan  terwujudnya a. Persentase Sisa  Jumlah  Sisa  Perkara

Akuntabilitas proses Perkara Perdata Perdata yang
dan peradilan yang Diselesaikan  Diselesaikan dibagi
tfransparasi yang pasti, Jumlah  Sisa  Perkara
peradilan fransparan Perdata yang harus

dan akuntabel Diselesaikan dikali

dengan 100%

Catatan : Sisa perkara perdata
adalah perkara perdata yang
belum selesai pada tahun
sebelumnya. Input  adalah
jumlah sisa perkara perdata
tahun sebelumnya yang harus
diselesaikan pada tahun
berjalan. Output adalah jumlah
sisa  perkara perdata yang
diselesaikan pada tahun

berjalan
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b. Persentase Sisa

Perkara Pidana

yang Diselesaikan

——

20

Jumlah  Sisa  Perkara
Pidana yang
Diselesaikan dibagi
Jumlah  Sisa  Perkara
Pidana yang harus
Diselesaikan dikali
dengan 100%

Catatan : Sisa perkara pidana
adalah perkara pidana yang
belum selesai pada tahun
sebelumnya. Input adalah
jumlah sisa perkara pidana
tahun sebelumnya yang harus
diselesaikan pada tahun
berjalan. Output adalah jumliah
sisa  perkara pidana  yang
diselesaikan pada fahun

berjalan

100%

100%

'

100%

100%

100%
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c.Persentase
Perkara Perdata
yang Diselesaikan

Tepat Waktu

d.Persentase
Perkara Pidana
yang Diselesaikan

Tepat Waktu

(
— 2

Jumlah Perkara Perdata
yang diselesaikan tepat
waktu  dibagi  Jumlah
Perkara Perdata yang
diselesaikan dikali

dengan 100%

Catatan : Input adalah jumlah
perkara perdata yang
diselesaikan pada bulan
berjalan. Output adalah jumlah
perkara perdata yang
diselesaikan tepat wakiu pada

bulan berjalan.

Jumlah Perkara Pidana
yang diselesaikan tepat
waktu dibagi  Jumlah
Perkara Pidana yang
diselesaikan dikali
dengan 100%

Catatan : Input adalah jumlah
perkara pidana yang

diselesaikan pada bulan

100%

100%

100%

100%

L
|

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Tidak Mengajukan

Upaya Hukum
Banding

——

22

berjalan. Output adalah jumlah
perkara pidana yang
diselesaikan tepat wakiu pada

bulan berjalan

Jumlah perkara diputus
yang fidak mengajukan
upaya hukum banding
dibagi jumlah perkara
diputus dikali dengan
100%

Catatan : Merupakan
persentase jumlah perkara yang
diputus dan fidak mengajukan
upaya banding. Input adalah
jumlah perkara yang putus
dalam jangka waktu friwulanan.

Output adalah jumlah perkara

95%

95%

'

95%

95%

95%
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Tidak Mengajukan

Upaya Hukum

Kasasi

g.Persentase

——

23

yang tidak mengajukan upaya
hukum banding dalam jangka
wakiu friwulanan. Data pada
indikator ini  diinput dalam

jangka waktu triwulan.

Jumlah perkara yang
fidak digjukan  hukum
kasasi  dibagi  jumlah
perkara yang diputus
pada tahun berjalan
dikali dengan 100%

Catatan : Merupakan
persentase jumlah perkara yang
diputus dan tidak mengajukan
upaya hukum kasasi. Input
adalah jumlah perkara yang
putus pada tahun berjalan.
Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi pada tahun
berjalan. Data pada indikator ini
diinput dalam jangka waktu

tahunan.

Persentase perkara

95%

95%

95%

95%

'

95%

95%

95%

95%

95%

95%
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perkara yang

Tidak Mengajukan

Upaya Hukum
Peninjauan

Kembali

h.Persentase
Perkara Pidana

Anak yang

24

yang diputus yang tfidak
mengajukan upaya
hukum peninjauan
kembali dibagi jumlah
perkara yang telah
diputus dikali dengan
100%.

Catatan : merupakan
persentase jumlah perkara yang
diputus dan fidak mengajukan
hukum  peninjouan  kembali.
Input adalah jumlah perkara
yang putus pada  fahun
berjalan. Output adalah jumlah
perkara yang fidak mengajukan
upaya hukum peninjauan
kembali pada tahun berjalan.
Data pada indikator ini diinput

dalam jangka waktu tahunan.

Jumlah perkara pidana
anak yang diselesaikan

dengan diversi dibagi

70%

70%

70%

70%

75%



2.

meningkatkan
kemampuan

dan kinerja

peningkatan
efektifitas

pengelolaan
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Diselesaikan

dengan Diversi

I. Index Kepuasan

Pencari Keadilan

a. Persentase
Salinan Putusan

Perkara Perdata

25

jumlah perkara pidana
anak dikali  dengan
100%

Jumlah responden
pencari keadilan yang
puas terhadap layanan
peradilan dibagi jumlah
responden pencari

keadilan dikali dengan

100%.
Catatan : Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik

Jumlah salinan putusan
perkara perdata yang

dikirim kepada para

70%

100%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



pengadilan
agar lebinh
efektif dan

efisien

penyelesaian

perkara
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yang dikirim
kepada Para

Pihak tepat waktu

b. Persentase
Salinan Putusan
Perkara Pidana
yang dikirim
kepada Para
Pihak Tepat Waktu

c. Persentase
Perkara yang
Diselesaikan

Melalui Mediasi

26

——

pihak dibagi jumlah
perkata perdata yang
diputus dikali dengan
100%

Catatan : Jumlah salinan
putusan yang dikiim kepada

para pihak.
Jumlah salinan putusan 100% 100% 100%

perkara pidana yang
dikirim kepada para
pihak dibagi jumlah
perkata pidana yang
diputus dikali dengan
100%

Catatan : Jumlah salinan

putusan yang dikirim kepada

para pihak.

Jumlah perkara yang 100% 100% 100%
diselesaikan melalui

mediasi dibagi jumlah

perkara yang dilakukan

'

100%

100%

100%

100%
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